
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO 
NOMOR 18 TAHUN 2005 

TENTANG 
PENERTIBAN LAHAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROTE NDAO, 

Menimbang a . bahwa bidang Pertanian merupakan sa lah satu sektor utama 
yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pokok dan 
peningkatan kese jahteraan masyaraka t di Kabupaten Rote 
Ndao, sehingga perlu di lakukan penertiban lahan pertanian 
yang dapat menunjang pembangunan s e c a r a 

' berkes inambungan; 

b. bahwa Penert iban Laha n Pertanian d imaksud dapat 
mendukung pengembangan usaha pertanian yang mandiri dan 
meningkatkan ef is iensi ser ta efektifitas pemanfaatan potensi 
lahan pertanian; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebaga imana dimaksud 
pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Penert iban Laha n Per tan ian; 

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat I Bal i , Nusa Tenggara 
Bara t dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1958 Nomor 115, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasa r 
Pokok-Pokok Agrar ia (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1960 Nomor 104, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik 

J , ^ Indonesia Nomor 2024) ; 

3. Undang-Undang Nomor 8 T a h u n 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum A c a r a P idana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 1981 Nomor 176, T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3821) ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 T a h u n 1990 tentang Konservas i 
Sumbe r D a y a A lam Hayati dan Ekos is temnya (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 , T a m b a h a n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 1992 tentang S is tem 
Budidaya T a n a m a n (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 1992 Nomor 46 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3478) ; 

6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pena taan 
R u a n g (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1992 
Nomor 115. T a m b a h a n Lembaran Negara Nomor 3501) ; 

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1996 Nomor 99, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3656) ; 
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8. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 1997 tentang Pengelo laan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

• Tahun 1997 Nomor 12, T a m b a h a n Lembaran Negara Repubtik 
Indonesia Nomor 3215) ; 

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur 
( Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2002 Nomor 22 . 
Te»mbahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4184 ) ; 

10. Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, T a m b a h a n Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Nomor 4389) ; 

1 1 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3478) ; 

12. Undang-Undang Nomor 19 T a h u n 2004 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4451 ) ; 

13. Undang-Undang Nomor 32 T a h u n 2004 tentang Pemer in tahan 
Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 
Nomor 125, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 4437) ; 

14. Undang-Undang Nomor 33 T a h u n 2004 tentang Per imbangan 
Keuangan antara Pemer intah Pusa t dan Pemer in tahan Daerah 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, 
T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438 ) ; 

15. Peraturan Pemer intah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
K e w e n a n g a n Pemer intah Daerah dan Kewenangan Propinsi 
S e b a g a i Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2000 Nomor 5 4 1 , T a m b a h a n Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 3952) ; 

16. Pera turan Pemer intah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemb inaan dan P e n g a w a s a n a tas Penye lenggaraan 
Pemer in tahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2001 Nomor 4 1 , T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 4090 ) ; 

17. Kepu tusan Pres iden Nomor 32 T a h u n 2001 tentang Dewan 
Ke tahanan Pangan ; 

18. Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 7 T a h u n 2003 tentang 
Pedoman Operas ional Penyidik Pegawa i Negeri Sipil dalam 
penegakkan Peraturan Daerah ; 

19. Pera turan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 T a h u n 2003 
tentang Pembentukan Organ isas i dan Ta ta Ker ja Perangkat 
Dae rah Kabupaten Rote Ndao; 

Dengan Persetu juan B e r s a m a 

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 
K A B U P A T E N R O T E NDAO 

dan 
B U P A T I R O T E NDAO 
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M E M U T U S K A N : 

Menetapkan P E R A T U R A N D A E R A H T E N T A N G P E N E R T I B A N L ^ H A N 
P E R T A N I A N 

B A B I 
K E T E N T U A N UMUM 

P a s a l 1 

Dalam Pera turan Daerah ini yang d imaksud dengan : 
1. Daerah ada lah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemer in tah Daerah adalah Pemer intah Kabupaten Rote Ndao; 
3. Bupati ada lah Bupati Rote Ndao; 
4 . D e w a n Perwak i lan Rakya t Daerah yang selanjutnya disebut D P R D ada lah 

Dewan Perwak i lan Rakya t Daerah Kabupaten Rote Ndao; 
5. D inas ada lah D inas Per tan ian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Rote Ndao; 
6. Pemer in tah K e c a m a t a n adalah Pemer intah Kecama tan se-Kabupaten Rote Ndao; 
7. Pemer in tah Desa /Ke lu rahan adalah Pemer in tah Desa /Ke lu rahan se-Kabupaten 

Rote Ndao; 
8. Per tan ian ada lah suatu s istem budidaya tanaman dengan memanfaatkan sumber 

daya a lam melalui upaya manus ia yang dengan modal, teknologi dan s u m b e r d a y a 
la innya, member ikan hasi l , dalam memenuhi kebutuhan manus ia s e c a r a lebih 
baik; 

9. L a h a n Per tan ian ada lah suatu iahan yang telah d iusahakan dengan tanaman 
pertanian baik tanaman semus im, tanaman tahunan maupun tanaman umur 
panjang; 

10. Penert iban lahan ada lah upaya / t indakan untuk menciptakan rasa aman dan 
menghindari dari berbagai gangguan ser ta ancaman terhadap lahan usaha 
pertanian; 

1 1 . U s a h a Per tanian ada lah suatu u s a h a budidaya tanaman baik s e c a r a perorangan, 
kelompok at3u badan hukum berupa tanaman semus im, tanaman tahunan dan 
atau tanaman umur panjang; 

12. Bud idaya T a n a m a n ada lah pengusahaan dan atau pemel iharaan tanaman melalui 
pengelo laan tanaman, tanah atau l ingkungan dengan ca ra -ca ra tertentu untuk 
meningkatkan produksi baik kual i tas maupun kuanti tas; 

13. Penggunaan \a\?an ada lah bentuk-bentuk campur tangan manus ia terhadap lahan 
da lam upaya memenuhi kebutuhan materiil dan spirituil manus ia ; 

14. Produktivi tas tanaman ada lah kemampuan tanaman member ikan suatu hasi l batk 
berupa buah, biji, bahan kering maupun organ-organ tanaman lainnya yang 
bernilai ekonomis per sa tuan luas tanah; 

15. Produktivi tas lahan ada lah kemampuan suatu lahan membertkan hasi l pertanian; 
16. Pengelo la lahan pertanian ada lah orang yang di tugaskan untuk mengatur 

pengelo laan u s a h a pertanian pada suatu lahan pertanian tertentu. 

; B A B I! 
M A K S U D DAN T U J U A N 

P a s a l 2 

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberi rasa aman dalam 
usaha bercocok tanam, melindungi tanaman dan lahan yang produktif serta 
pengaturan / budidaya tanaman dalam meningkatkan pruduktivitas tanaman dan lahan 
pertanian b e r a s a s k a n manfaat, lestari dan berkelanjutan. 

P a s a l 3 

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan : 
a menciptakan kondisi pertumbuhan tanaman yang aman ; 
b menciptakan r a s a aman da lam berusaha tani; 
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c meningkatkan produktivitas tanaman 
d meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani; 
e melindungi penyerobotan lahan pertanian; 
f mendorong terciptanya per luasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja. 

B A B 111 
R U A N G U N O K U F * 

P a s a l 4 

Ruang lingkup dari Pera turan Daerah ini adalah ; 
a penert iban lahan pertanian; 
b mencegah penyerobotan lahan pertanian; 
c melindungi lahan pertanian; 
d member ikan r a s a a m a n ; 
e men jaga kelestar ian dan kese imbangan l ingkungan. 

1 ' I B A B IV 
' : T A T A C A R A P E N E R T I B A N L A H A N P E R T A N I A N 

P a s a i 5 

(1) Bupati berwenang mengatur penertiban lahan pertanian. 

(2) K e w e n a n g a n sebaga imana dimaksud pada ayat (1) pasa l ini pe laksanaannya 
di l impahkan kepa.da pemerintah Desa /Ke lu rahan . 

(3) Bupati atau K e p a l a D e s a / Lurah wajib memperhat ikan aspi ras i masyaraka t dalam 
pengaturan penert iban lahan pertanian. 

(4) Da lam mengatur penert iban lahan pertanian ditetapkan lebih lanjut dengan 
Peraturan Desa /Ke lu rahan . 

(5) K e p a t a D e s a / Lurah wajib meminta petunjuk dari D inas Tekn i s terkait sebelum 
ditetapkan da lam Peraturan Desa /Ke lu rahan . 

P a s a l 6 

(1) Pemer in tah Desa /Ke lu rahan dari dua atau lebih Desa /Ke lu rahan dapat menert ibkan 
lahan pertanian s e c a r a b e r s a m a - s a m a . 

(2) Penert iban lahan pertanian sebaga imana dimaksud pada ayat (1) pasa l ini diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Desa /Ke lu rahan tentang ker jasama. 

P a s a l 7 

(1) Set iap lahan pertanian yang telah d iusahakan dibatasi dengan pagar. 

(2) Pene tapan pembuatan pagar sebaga imana dimaksud pada ayat (1) pasa l ini diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan D e s a / Ke lurahan. • 

: P a s a l 8 

Peraturan D e s a / K e l u r a h a n sebaga imana dimaksud dalam pasa l 5, 6 dan 7 sebelum 
ditetapkan wajib meminta petunjuk dari Dinas Tekn i s terkait. 

P a s a l 9 

(1) P a d a lahan pertanian dapat di lakukan budidaya ternak. 

(2) Lahan pertanian tanaman semus im sete lah dipanen, petani diizinkan 
menggembalakan ternaknya. 
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(3) Izin sebaga imana d imaksud pada ayat (2) pasa l ini dikeluarkan oleh Pengelo la 
Lahan Pertanian berdasarkan Peraturan Desa /Ke lu rahan . 

(4) Pemanfaa tan sumber air untuk pengairan tanaman pertanian dan kebutuhan air 
minum ternak diatur oleh Pengelo la Lahan Per tanian berdasarkan Peraturan 
Desa /Ke lu rahan . 

; P a s a l 10 

(1) Penge lo la lahan pertanian ditetapkan dan ditunjuk dengan Keputusan 
Desa /Ke lu rahan melalui musyawarah . 

(2) Struktur Organ isas i , T u g a s Pokok, Fungs i dan m a s a tugas Pengelo la Lahan 
Per tanian ditetapkan dengan Keputusan Desa /Ke lu rahan . 

B A B V 
P E N G E M B A N G A N U S A H A P E R T A N I A N 

P a s a l 11 

(1) Pengembangan u s a h a pertanian yang meliputi intensif ikasi, ekstensi f ikasi dan 
diversi f ikasi berkelanjutan guna meningkatkan ef is iensi serta efektifitas pemanfaatan 
potensi lahan pertanian. 

(2) Pen ingkatan ef is iensi serta efektifitas potensi lahan pertanian sebaga imana 
d imaksud pada ayat (1) , guna meningkatkan produksi pertanian dan pemenuhan 
kebutuhan pokok pangan serta meningkatkan kese jahteraan masyaraka t tani. 

B A B VI 
H A K DAN K E W A J I B A N 

P a s a l 12 

(1) Petani memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman dalam berusaha tani. 
Petan i memiliki hak untuk memutuskan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya. 

(2) Da lam menerapkan pilihan sebaga imana dimaksud pada ayat (2) pasa l ini petani 
berkev^ajiban berperan ser ta dalam mewujudkan rencana pengembangan dan 
produksi budidaya tanaman. 

(4) Petani memiliki hak kebebasan untuk mengal ihfungsikan lahan pertanian yang 
dimilikinya. 

(5) Mengal ihfungsikan lahan pertanian sebaga imana dimaksud pada ayat (4) , pasa l ini 
petani berkev^ajiban untuk mentaati tata ca ra yang diatur da lam peraturan 
Desa /Ke lu rahan . 

, P a s a l 13 

(1) Set iap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahannya untuk 
keper luan budidaya tanaman da lam area l tertentu wajib mengikuti tata ca ra yang 
dapat mencegah t imbulnya ke rusakan l ingkungan hidup. 

(2) Set iap petani atau kelompok tani berkewaj iban untuk : 

a Memagar i lahan u s a h a taninya; 
b Memperhat ikan dan memperbaik i pagar yang rusak ; 
c Mengusahakan lahan u s a h a taninya; 
d U s a h a peternakan didalam lahan pertanian wajib diikat atau d ikandangkan; 
e Mengemba lakan ternak j ika diizinkan masuk ke lahan pertanian yang telah 

d ipanen. 

B A B VI I c 
L A R A N G A N 

P a s a l 14 

Set iap orang, atau B a d a n Hukum dilarang 
a Menelantarkan lahan pertaniannya; 
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b. Membiarkan lahan u s a h a n y a terbuka dengan tidak d ipagar i ; 
c. Mengal ihfungsikan lahan yang produktif dengan tidak mengikuti tata ca ra yang 

diatur dalam peraturan desa/ke lu rahan; 
d. Merusak pagar dan menyerobot lahan petani ia innya; 
e. Me lepaskan ternaknya s e c a r a bebas dalam lahan pertanian; 
f. membuka lahan baru tanpa memperhat ikan tata ca ra sehingga dapat merusak 

l ingkungan hidup. 

B A B VII I 
P E M B I N A A N DAN P E N G A W A S A N 

P a s a l 15 

(1) Bupati dapat me lakukan pembinaan dan penertiban lahan pertanian. 

(2) D inas terkait wajib me laksanakan bimbingan teknis dan petunjuk pe laksanaan 
penert iban lahan pertanian. 

(3) P e n g a w a s a n dan pengendal ian penertiban lahan pertanian d imasing-masing 
Desa /Ke lu rahan oleh C a m a t s e c a r a periodik maupun s e c a r a berkala. 

(4) P e n g a w a s a n dan pengendal ian penertiban lahan pertanian oleh Camat 
sebaga imana pada ayat (3) di laporkan kepada Bupati . 

(5) Camat , Lu rah atau K e p a l a D e s a wajib mengawas i dan me laksanakan penertiban 
lahan pertanian. 

B A B IX 
K E T E N T U A N P I D A N A 

P a s a l 16 

(1) Set iap orang atau B a d a n Hukum yang karena kelalaian atau kea lpaannya 
melanggar ketentuan sebaga imana diatur dalam P a s a l 14 d iancam pidana kurungan 
paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya R p . 50.000.000, -
(L ima puluh juta rupiah). 

(2) T indak pidana sebaga imana dimaksud pada ayat (1) , ada lah pelanggaran. 

: B A B X 

K E T E N T U A N P E N Y I D I K A N 
P a s a l 17 

(1) Se la in Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini di lakukan 
oleh Penyidik P e g a w a i Negeri Sipil ( P P N S ) dil ingkungan Pemer intah Kabupaten 
Rote Ndao yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang ber laku. 

(2) W e w e n a g Penyidik P e g a w a i Negeri Sipil ( P P N S ) sebaga imanha dimaksud pada 
Ayat (1) ada lah : 

a . mener ima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 
b. me lakukan t indakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan 

pemer iksaan ; 
c. menyuruh berhenti seseo rang dan memer iksa tanda pengenal din; 
d. me lakukan penyi taan benda dan atau barang bukti lain; ^ 
e. mengambi l sidik jari dan memotret tersangka; 
f . memanggi l orang untuk didengar dan diper iksa sebaga i tersangka atau s a k s i ; 
g . mendatangkan saks i ahli da lam hubungannya dengan pemer iksaan perkara 
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h. mengadakan penghent ian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
member i tahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau 
ke luarganya; 

i. melakukan t indakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebaga iman a d imaksud pada ayat ( 1 ) pasa l ini memberi tahukan 

dimutainya penyidikan dan menyampaikan hasi l penyidikannya kepada penuntut 

umum sesua i dengan ketentuan yang diatur da lam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum A c a r a P idana ; 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar set iap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini 
dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

B A B XI 

K E T E N T U A N P E N U T U P 
P a s a l 18 

Hal-hal yang belum diatur da lam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati sepan jang mengenai pe laksanaannya . 

P a s a l 19 

Diundangkan di B a ' a 
pada tanggal 31 Agus tus 2005 

P L T . S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO, 

I T V I A R W U S d O M W G G U S W E L K I S 

% E > ^ B A R A N ' p A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T A H U N 2005 
N © M O R J > ^ S E R l E N O M O R 010 
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P E N J E L A S A N 

A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E N D A O 

N O M O R 16 T A H U N 2005 

T E N T A N G 

P E N E R T I B A N L A H A N P E R T A N I A N 

I. P E N J E L ^ S A N UMUM : 

Kabupaten Rote Ndao cukup potensial da lam bidang pertanian sebaga imana 
penduduknya sebag ian besar hidup dari bertani. Namun da lam pa laksanaan usaha 
taninya mas ih mengalami banyak hambatan, oleh karena lahannya belum 
ditertibkan s e c a r a baik. 

Menyadar i kondisi tersebut diatas m a k a perlu diatur dengan Peraturan Daerah 
tentang penert iban lahan pertanian, sehingga memiliki daya dukung yang tinggi bagi 

i kebi jakan pembangunan dibidang pertanian. 
I B a h w a sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Penert iban Laha n Per tan ian. 

II. P E N J E L A S A N P A S A L D E M I P A S A L : 

^ P a s a l 1 

P a s a l 2 

I 

P a s a l 3 

i P a s a l 4 

' P a s a l 5 

Ayat (1) 

. Aya t (2) 

I 
Ayat (3) : Cukup je las 

(' Aya t (4) : Cukup je las 

Ayat (5) Cukup je las 

( P a s a l 6 

Ayat (1) : Cukup je las 

' Ayat (2) : Cukup je las 

Cukup je las . 

: A z a s manfaat, lestari dan berkelanjutan berarti penyelenggaraan 
budidaya tanaman yang terjamin keamanan harus 
member ikan manfaat bagi petani dan kesejahteraan 
masya raka t dengan tetap menjaga kelestar ian sumber daya 
a lam dan l ingkungan hidup sehinga usaha pertanian dapat 
d i laksanakn s e c a r a bers inambungan dan dinamis. 

Cukup je las . 

Cukup je las . 

; Cukup je las 

: P e l a k s a n a a n di l impahkan kepada Pemer intah Desa /Ke lu rahan 
karena masing-masing D e s a memiliki ciri khas yang berbeda agar 
Pemer in tah Desa /Ke lu rahan be rsama masyaraka t menetapkan 
dan mengaturnya sesua i dengan kondisi sehingga pe laksanaan 
penert iban lahan dapat berjalan dengan baik. 

I 
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P a s a l 7 

Ayat (1) : Cukup je las 

Ayat (2) : Cukup je las 

P a s a l 8 : Cukup je las . 

P a s a l 9 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

P a s a l 10 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

P a s a l 11 

A y a t ( 1 ) 

Ayat (2) 

P a s a l 12 

Ayat (1) 

Aya t (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Aya t (5) 

P a s a l 13 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

P a s a l 14 

P a s a l 15 

Ayat (1) 

Aya t (2) 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup jetas 

Cukup je las 

yang d imaksud dengan : 

- Intensif ikasi ada lah mengusahakan lahan usaha tani s e c a r a 
baik dengan memperhat ikan petunjuk teknis pertanian dengan 
menerapkan panca u s a h a tani (l ima usaha pokok) yaitu 
memperbaiki s is tem bercocok tanam, menggunakan benih 
unggul, pengairan yang terjamin, pemupukan yang tepat, 
penanggulangan hama terpadu. 

Ekstens i f ikas i adalah peningkatan produksi pertanian dengan 
ca ra per luasan area l tanam 

- Diversi f ikasi adalah peningkatan produksi pertanian dengan 
beberapa jen is tanaman pada satu area l . 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Mengal ihfungsikan lahan adalah lahan yang produktif dan 
terbatas agar tidak dial ihfungsikan menjadi pemukiman, 
perkantoran dan usaha/kegiatan umum lainnya. 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 
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Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

P a s a l 16 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

P a s a l 17 

Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

P a s a l 18 

P a s a l 19 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 

Cukup je las 
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